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PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  PER.18/MEN/XII/2011 
TENTANG 

SISTEM PELAPORAN SATUAN KERJA 
PERANGKAT DAERAH/INSTANSI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 

 BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur dan 
struktur organisasi Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 
serta adanya restrukturisasi program dan kegiatan, 
maka sistem pelaporan yang diatur dalam Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
PER.33A/MEN/XII/2006 tentang Sistem Pelaporan 
Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian perlu 
disempurnakan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Sistem 
Pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi 
Provinsi, Kabupaten/Kota; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421);    

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 
Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan   (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 96 Tahun 2006, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4663); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang   
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4816); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 
Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur 
sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi; 
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9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor  PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi; 

12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 253); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI TENTANG SISTEM PELAPORAN SATUAN 
KERJA PERANGKAT DAERAH/INSTANSI PROVINSI, 
KABUPATEN/KOTA BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN 
KETRANSMIGRASIAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 
1. Sistem pelaporan adalah ketentuan yang mengatur jenis, materi, 

sistematika, penyusunan dan penyampaian, koordinator serta 
penanggungjawab laporan yang menjadi kewajiban unit kerja daerah. 

2. Pelaporan adalah jenis naskah dinas yang disampaikan sebagai 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pada 
periode waktu tertentu atau sewaktu-waktu. 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, 
adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung 
jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan di 
daerah provinsi, kabupaten/kota. 

4. Laporan pelaksanaan tugas adalah jenis naskah dinas yang dibuat 
oleh pimpinan SKPD/Instansi provinsi dan SKPD/Instansi  
kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi ketenagakerjaan dan 
ketransmigrasian yang berisi uraian informasi sebagai 
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pertanggungjawaban pelaksanaan tugas umum pemerintahan di 
bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 

5. Penanggung jawab laporan adalah pejabat tertinggi pada unit kerja, 
SKPD/Instansi provinsi dan SKPD/instansi kabupaten/kota yang 
berkewajiban untuk melaporkan hasil pelaksananaan tugas di 
lingkungan unit kerjanya. 

6. Koordinator penyusun laporan adalah pejabat yang karena tugas dan 
fungsinya berkewajiban dan bertanggungjawab melakukan koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi dengan sub unit kerja di lingkungan unit 
kerjanya atau unit kerja terkait. 

7. SKPD/Instansi Provinsi adalah SKPD/instansi yang lingkup tugas dan 
tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di 
provinsi yang bersangkutan. 

8. SKPD/Instansi Kabupaten/Kota adalah SKPD/instansi yang lingkup 
tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan dan 
ketransmigrasian di kabupaten/kota yang bersangkutan. 

9. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
Pasal 2 

Unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi terdiri dari:  
1. Sekretariat Jenderal;  
2. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;  
3. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;  
4. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja;  
5. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;  
6. Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi; 
7. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan 

Kawasan Transmigrasi;  
8. Inspektorat Jenderal; dan 
9. Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi. 

BAB II 
SISTEM PELAPORAN 

Bagian Kesatu 
Jenis 

Pasal 3 
(1) Jenis pelaporan, adalah laporan pelaksanaan tugas. 
(2)  Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat  (1): 
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